BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka kesimpulan

yang diambil oleh penulis yaitu:

Perjanjian jual-beli wajib dibuat sesuai dengan asas dan peraturan
perundang-undangan yang mengatur. Terdapat 4 (empat) syarat yang harus
dipenuhi dalam membuat perjanjian yang mana telah diatur dalam Pasal 1320
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana salah satunya objek jual beli
harus legal berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Pasal 1338 ayat (3)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai itikad baik.

Keabsahan perjanjian jual beli telepon seluler ilegal berdasarkan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata adalah batal demi hukum. Perjanjian jual-beli
yang mana objek jual belinya merupakan perangkat telekomunikasi telepon
seluler bermerek iPhone yang International Mobile Equipment Identity-nya
tidak terdaftar, hal tersebut sudah merujuk pada tidak terpenuhinya salah satu
syarat sahnya perjanjian yakni suatu sebab yang halal. Akibat dari perjanjian
yang batal demi hukum maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
Terhadap tetap diberlakukannya perjanjian jual beli tersebut berdampak pada
tidak adanya kepastian hukum atau hak dan kewajiban para pihak tidak dapat

terpenuhi.
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SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai

berikut:

1.

Pemerintahan hendaknya lebih aktif memberikan sosialisasi dan
informasi mengenai dampak dan cara pendaftaran IMEI, terlebih hal

tersebut merupakan perihal yang awam bagi masyarakat.

. Memperbaharui peraturan perundang-undangan dengan mengikuti

perkembangan teknologi, khususnya pada perihal pendaftaran IMEI

supaya tidak ada kekosongan hukum.

. Memberlakukan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera kepada

oknum pedagang dan pengguna perangkat telekomunikasi telepon
seluler bermerek iPhone yang IMEI-nya tidak terdaftar supaya
fenomena ini tidak semakin marak dan dinormalisasi, terlebih fenomena
ini terjadi secara terbuka bahkan dengan iklan di media sosial sehingga
harapannya seharusnya lebih mudah untuk dilakukan penegakan dan
menindaklajuti para oknum pedagang. Sanksi tidak hanya
menitikberatkan pada pelakuu saha, namun juga diberlakukan kepada
konsumen yang tidak beritikad baik.

Kepada pihak yang berwenang, baik dari Direktorat Jendral Bea dan
Cukai, Kementrian Perindustrian, Kementrian Komunikasi dan
Informatika, maupun pihak lain yang berwenang supaya bisa

menambahkan klausul yang juga memuat aspek edukasi bagi
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masyarakat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
melihat perkembangan tekonologi yang ada.

. Bagi para masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dan bijak dalam
mengambil keputusan, khususnya untuk membeli atau menggunakan

perangkat telekomunikasi telepon seluler yang IMEI-nya tidak terdaftar.
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